BAB 1V

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kabupaten Banjar

Sejarah administratif dan geografis Kabupaten Banjar tidak dapat
dilepaskan dari peran Kesultanan Banjar pada masa silam. Sejak 1826, wilayah
ini telah memiliki batas yang diatur melalui perjanjian antara Sultan Adam dan
pemerintah Hindia Belanda. Puncaknya terjadi pada 1835, ketika Sultan Adam
Alwasiqubillah menetapkan aturan hukum tertulis yang dikenal sebagai
Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1855. Dalam konteks administratif
kolonial saat itu, wilayah Kesultanan Banjarmasin tergolong sebagai bagian
dari De Zuiderafdeeling van Borneo, mencakup wilayah seperti Dusun
(Tamiang Layang) dan sebagian Tanah Laut.

Secara topografis, wilayah barat Kabupaten Banjar merupakan
dataran rendah dan wilayah pasang surut yang dimanfaatkan untuk lahan
pertanian sawah. Sedangkan wilayah timur merupakan daerah perbukitan yang
ditumbuhi padang alang-alang, semak belukar, dan hutan primer, sebagian di
antaranya juga digunakan sebagai lahan pertanian. Kawasan pegunungan,
terutama kaki Pegunungan Meratus di sisi timur, menyimpan potensi sumber
daya mineral yang melimpah seperti emas, intan, batu bara, besi, mangan,

nikel, kromit, kaolin, dan batu gunung. Oleh karena itu, Kabupaten Banjar
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selain dikenal sebagai penghasil intan juga berkembang sebagai daerah
penghasil batu bara.

Secara geologis, sebagian besar wilayah Kabupaten Banjar tersusun
atas formasi batuan endapan aluvial, gambut, delta sungai, dan rawa yang
tersebar hampir di seluruh kecamatan. Pengecualian terdapat pada kecamatan
yang berada di kawasan kaki Pegunungan Meratus seperti Aranio, Pengaron,
Sungai Pinang, Paramasan, dan Karang Intan, yang sebagian wilayahnya terdiri
dari batuan berumur Mesozoikum dan batu kapur.

Salah satu infrastruktur penting di wilayah ini adalah Bendungan
Riam Kanan, yang membentang seluas 7.000 hektare. Bendungan ini memiliki
fungsi vital sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA Ir. Pangeran
Muhammad Noor) dan sebagai penyedia air irigasi bagi pertanian masyarakat
di sekitarnya.*!

2. Desa Cindai Alus

Desa Cindai Alus merupakan salah satu desa di Kecamatan
Martapura, Kabupaten Banjar yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi
dan menjadi jalur penghubung masyarakat ke pusat kota. Secara geografis,
desa ini berada dalam kawasan metropolitan Banjarbakula, namun kondisi
infrastrukturnya masih belum memadai. Jalan Irigasi dan Jalan Karang So
merupakan akses utama masyarakat, khususnya petani dan pedagang kecil.
Akan tetapi, kondisi jalan yang rusak dan minim penerangan menjadikan desa

ini contoh nyata ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah strategis.

41 «Profil Daerah.”
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3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
Kabupaten Banjar

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP)
Kabupaten Banjar merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Pemerintah Kabupaten Banjar yang mana tugas dan fungsinya tertuang dalam
Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, sebagai
dokumen kebijakan yang secara resmi.

Secara umum, Dinas PUPRP Kabupaten Banjar terdiri atas beberapa
bidang teknis dan kesekretariatan, seperti Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta
Karya, Bina Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, serta
Pertanahan. Masing-masing bidang memiliki fungsi, kewenangan, dan rincian
tugas pokoknya. Misalnya, Bidang Bina Marga berfokus pada pembangunan
dan pemeliharaan jalan serta jembatan, sementara Bidang Sumber Daya Air
menangani sistem irigasi, pengendalian banjir, dan konservasi air. Bidang-
bidang lainnya memiliki fokus kerja yang saling mendukung dalam
pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang efisien dan terarah.

Dalam tataran implementatif, melalui peraturan ini juga mengatur
mengenal mekanisme pelayanan teknis seperti pengurusan izin bangunan,
rekomendasi peil banjir, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penyelesaian
sengketa pertanahan. Keberadaan UPTD dan kelompok jabatan fungsional

dalam struktur ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk
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mengoptimalkan pelaksanaan tugas melalui pembagian kerja yang spesifik dan

profesional.
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B. Penyajian Data

1.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung di

lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum,

Penata Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar, Kepala Desa Cindai

Alus Kabupaten Banjar, serta Masyarakat Desa Cindai Alus Kabupaten Banjar.
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Adapun semua hasil wawancara akan peneliti uraikan sebagai berikut
1. Informan Pertama

Nama Lengkap : AR

Jabatan : Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar

Uraian Hasil Wawancara

Pertanyaan pertama, “Bagaimana kondisi umum infrastruktur jalan
lingkungan di Kecamatan Martapura, khususnya di Desa Cindai Alus, menurut
data Dinas PUPRP?” Adapun jawabannya, “Secara umum infrastruktur jalan
di Desa Cindai Alus sudah dalam kondisi mantap.”

Pertanyaan kedua, “Apa saja tantangan utama yang dihadapi dinas dalam
memperbaiki atau membangun jalan lingkungan di daerah perdesaan?” Adapun
jawabannya, “Kondisi sosial masyarakat yang kurang memahami teknis
pekerjaan, sehingga terkadang menghambat dalam pelaksanaan di lapangan,
contohnya pada saat penghamparan aspal sudah ada rambu peringatan dan juga
flagman sudah mengarahkan agar jangan dilewati tetapi masih ada yang tidak
menghiraukan informasi atau arahan tersebut.”

Pertanyaan ketiga, “Apakah sudah ada rencana atau program jangka
pendek dan panjang untuk perbaikan Jalan Irigasi di Desa Cindai Alus?”
Adapun jawabannya, “Jalan irigasi merupakan jalan inspeksi yang dibangun
oleh BWS Kalimantan III sebagai sarana petugas irigasi balai melakukan
monitoring sesuai tupoksi.”

Pertanyaan keempat, “Bagaimana mekanisme penganggaran dan prioritas

pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Banjar?”” Adapun jawabannya,
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“Melalui musyarwarah rencana pembangunan (musrenbang) tahunan yang
dilakukan secara berjenjang dari mulai desa, kecamatan sampai dengan
kabupaten. Selain itu, melalui rencana kerja (renja) tahunan berdasarkan
rencana startegis (renstra) 5 tahunan yang diperkuat dengan proposal dari
desa.”

Pertanyaan kelima, “Sejauh mana partisipasi masyarakat atau pemerintah
desa dalam pengusulan proyek pembangunan jalan lingkungan?” Adapun
jawabannya, “Sangat partisipatif dalam melakukan pengusulan melalui
proposal yang masuk ke DPUPRP Kabupaten Banjar.”

Pertanyaan keenam, “Apa alasan utama keterbatasan penerangan jalan
umum (PJU) di beberapa wilayah Kecamatan Martapura?”’ Adapun
jawabannya, “Itu bukan kewenangan kami karena itu kewenangan DPRKPLH
Kabupaten Banjar.”

Pertanyaan ketujuh, “Bagaimana proses monitoring dan evaluasi terhadap
infrastruktur yang telah dibangun di wilayah perdesaan?” Adapun jawabannya,
“Setelah pekerjaan selesai dilakukan monitoring selama 6 bulan dan
dituangkan dalam bentuk final hand over (FHO) pekerjaan serta melakukan
pemeliharaan jalan sesuai hasil monitoring maupun informasi yang diterima
dari desa.”

Pertanyaan terakhir, “Apa kebijakan dinas dalam menjamin hak
masyarakat terhadap akses infrastruktur yang layak dan aman?” Adapun
jawabannya, ‘“Pertama, penganggaran maksimal dalam melaksanakan

pembangunan infrastruktur sesuai tupoksi DPUPRP. Kedua, melakukan
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tindakan teknis yang cepat (sesuai urgensi pemanfaatan infrastruktur tersebut)
apabila menerima keluhan masyarakat mengenai infrastruktur yang rusak.”
2. Informan Kedua

Nama Lengkap : MH

Jabatan : Kepala Desa/Pambakal Cindai Alus

Uraian Hasil Wawancara

Pertanyaan pertama, ‘“Bagaimana Anda menilai/melihat kondisi jalan
lingkungan di desa Anda, khususnya Jalan Irigasi?” Adapun jawabannya,
“Kondisinya kurang bagus.”

Pertanyaan kedua, “Apakah masyarakat desa pernah mengajukan
permohonan atau keluhan resmi terkait kerusakan jalan kepada pemerintah
daerah?” Adapun jawabannya, “Sudah.”

Pertanyaan ketiga, “Sejauh mana dampak kerusakan jalan terhadap
aktivitas ekonomi dan sosial warga desa?” Adapun jawabannya, “Dampaknya
menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.”

Pertanyaan keempat, “Bagaimana kondisi penerangan jalan di desa Anda,
khususnya di jalan-jalan yang strategis?” Adapun jawabannya, Kondisi
jalannya juga kurang bagus.”

Pertanyaan kelima, “Apakah pemerintah desa memiliki anggaran atau
program kerja terkait perbaikan jalan dan penerangan?” Adapun jawabannya,

“Tidak ada karena itu wewenang pemerintah provinsi.”
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Pertanyaan keenam, “Bagaimana respons pemerintah kabupaten terhadap
pengajuan perbaikan infrastruktur dari pihak desa?”’ Adapun jawabannya,
“Langsung menanggapi pengajuan dari pihak desa.”

Pertanyaan ketujuh, “Apakah warga desa terlibat musyawarah atau
perencanaan pembangunan jalan?” Adapun jawabannya, “Sejauh ini belum
pernah terlibat. Ke depannya akan dilibatkan.”

Pertanyaan kedelapan, “Menurut Anda, sejauh mana hak masyarakat desa
untuk menikmati hasil pembangunan telah terpenuhi?”” Adapun jawabannya,
“Ini tidak bisa diukur, tetapi masyarakat selalu mengharapkan haknya.”

Pertanyaan kesembilan, “Apa harapan Anda terhadap pemerintah daerah
dalam kaitannya dengan pembangunan jalan dan penerangan di desa?”” Adapun
jawabannya, “Jalan di Jalan Irigasi cepat diperbaiki.”

Pertanyaan kesepuluh, ‘“Apakah ada kendala yang menghambat
pembangunan infrastruktur di desa?” Adapun jawabannya, “Kendala selama
ini, kami belum bisa menembus provinsi agar jalan di sini diperbaiki. Jadi,
masyarakat Desa Cindai Alus meminta bantuan agar segera mungkin jalan di
Jalan Irigasi diperbaiki.”

3. Informan Ketiga
Nama Lengkap :EE
Status : Warga RT. 09, Desa Cindai Alus

Uraian Hasil Wawancara:
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Pertanyaan pertama, “Bagaimana kondisi jalan di sekitar tempat tinggal
Anda sekarang?” Adapun jawabannya, “Jalannya banyak yang berlubang dan
tergenang kalau hujan, jadi rawan kecelakaan.”

Pertanyaan kedua, “Sudah berapa lama keadaan jalan di sana seperti itu?”
Adapun jawabannya, “Kurang lebih sudah 15 tahun sejak saya tinggal di sini
belum ada perbaikan berarti.”

Pertanyaan ketiga, “Apa saja kesulitan yang Anda alami karena jalan yang
rusak?” Adapun jawabannya, “Kami kesulitan saat mengantar anak sekolah,
apalagi kalau hujan jalannya becek dan licin.”

Pertanyaan keempat, “Menurut Anda, apakah jalan itu perlu segera
diperbaiki?” Adapun jawabannya, “lya, sangat perlu, karena ini jalan yang
sering dilalui warga.”

Pertanyaan kelima, “Apakah pernah ada yang datang menanyakan perihal
kondisi jalan di sini?” Adapun jawabannya, “Belum pernah, hanya petugas
desa saja yang lewat kadang-kadang.”

Pertanyaan keenam, “Apakah Anda tahu ke mana harus melaporkan hal
ini?” Adapun jawabannya, “Tidak tahu pasti, mungkin ke kantor desa atau
kelurahan.”

Pertanyaan ketujuh, “Jika jalan sudah diperbaiki, apa manfaat yang bisa
dirasakan?” Adapun jawabannya, ‘“Pasti banyak, aktivitas warga jadi lancar,

anak-anak aman saat berangkat sekolah.”
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Pertanyaan kedelapan, “Menurut Anda, apakah pemerintah sudah adil?”
Adapun jawabannya, “Belum, karena jalan di kampung kami masih ada yang
rusak padahal kami juga bayar pajak.”

Pertanyaan kesembilan, “Apakah Anda merasa memiliki hak untuk
mendapatkan jalan yang bagus?” Adapun jawabannya, “Iya, sebagai warga
negara kami punya hak untuk itu.”

Pertanyaan kesepuluh, “Apa harapan Anda terkait persoalan ini?”” Adapun
jawabannya, “Semoga jalan ini segera diperbaiki dan pemerintah lebih
memperhatikan desa kami.”

4. Informan Keempat
Nama Lengkap : NS
Status : Warga RT. 09, Desa Cindai Alus
Uraian Hasil Wawancara:

Pertanyaan pertama, “Bagaimana kondisi jalan di sekitar tempat tinggal
Anda sekarang?”” Adapun jawabannya, “Banyak yang rusak, terutama di Jalan
Irigasi.”

Pertanyaan kedua, “Sudah berapa lama keadaan jalan di sana seperti itu?”
Adapun jawabannya, “Kurang lebih sembilan tahun, selama saya tinggal di
sini.”

Pertanyaan ketiga, “Apa saja kesulitan yang Anda alami karena jalan yang
rusak?” Adapun jawabannya, “Karena jalannya jalan berbatu, jika pakai

kendaraan roda dua jadi licin.”
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Pertanyaan keempat, “Menurut Anda, apakah jalan itu perlu segera
diperbaiki?” Adapun jawabannya, “Sangat perlu, karena jalan ini penting.”

Pertanyaan kelima, “Apakah pernah ada yang datang menanyakan perihal
kondisi jalan di sini?” Adapun jawabannya, “Belum pernah ada yang langsung
menanyakan.”

Pertanyaan keenam, “Apakah Anda tahu ke mana harus melaporkan hal
ini?” Adapun jawabannya, “Kalau tidak salah ke kantor desa, tapi saya tidak
tahu prosedurnya.”

Pertanyaan ketujuh, “Jika jalan sudah diperbaiki, apa manfaat yang bisa
dirasakan?” Adapun jawabannya, “Angkutan jadi mudah, kegiatan ekonomi
warga jadi meningkat.”

Pertanyaan kedelapan, “Menurut Anda, apakah pemerintah sudah adil?”
Adapun jawabannya, “Belum, karena pembangunan tidak merata.”

Pertanyaan kesembilan, “Apakah Anda merasa memiliki hak untuk
mendapatkan jalan yang bagus?”’ Adapun jawabannya, “Tentu saja, saya kira
itu sudah dijamin dalam Undang-undang.”

Pertanyaan kesepuluh, “Apa harapan Anda terkait persoalan ini?” Adapun
jawabannya, “Kami ingin jalan di desa kami diperbaiki segera dan diberi
penerangan.”

5. Informan Kelima
Nama Lengkap :IW
Status : Warga RT. 09, Desa Cindai Alus

Uraian Hasil Wawancara:
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Pertanyaan pertama, “Bagaimana kondisi jalan di sekitar tempat tinggal
Anda sekarang?” Adapun jawabannya, “Sebagian rusak parah, banyak yang
berlubang.”

Pertanyaan kedua, “Sudah berapa lama keadaan jalan di sana seperti itu?”
Adapun jawabannya, “Sejak saya tinggal di sini, sekitar sebelas tahun.”

Pertanyaan ketiga, “Apa saja kesulitan yang Anda alami karena jalan yang
rusak?” Adapun jawabannya, “Susah kalau mau berangkat sekolah, rawan
jatuh.”

Pertanyaan keempat, “Menurut Anda, apakah jalan itu perlu segera
diperbaiki?” Adapun jawabannya, “Iya, karena ini jalur utama yang kami
gunakan.”

Pertanyaan kelima, “Apakah pernah ada yang datang menanyakan perihal
kondisi jalan di sini?” Adapun jawabannya, “Sepengalaman saya belum
pernah, kami juga bingung ke mana harus melapor.”

Pertanyaan keenam, “Apakah Anda tahu ke mana harus melaporkan hal
ini?”” Adapun jawabannya, “Hanya dengar-dengar bisa ke RT atau kantor desa.”

Pertanyaan ketujuh, “Jika jalan sudah diperbaiki, apa manfaat yang bisa
dirasakan?” Adapun jawabannya, “Warga bisa beraktivitas dengan aman dan
lancar, juga hemat waktu.”

Pertanyaan kedelapan, “Menurut Anda, apakah pemerintah sudah adil?”
Adapun jawabannya, “Belum, karena desa kami masih tertinggal dari segi

pembangunan terutama jalan.”
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Pertanyaan kesembilan, “Apakah Anda merasa memiliki hak untuk
mendapatkan jalan yang bagus?” Adapun jawabannya, “Iya, karena kami juga
bagian dari negara ini.”

Pertanyaan kesepuluh, “Apa harapan Anda terkait persoalan ini?”” Adapun
jawabannya, ‘“Harapannya, pemerintah lebih serius memperhatikan desa dan
memperbaiki jalan secepatnya.”

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas peneliti sampaikan menggunakan
matriks, mengenai Kebijakan Infrastruktur Pembangunan Jalan di Desa Cindai
Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kaitannya dengan Hak

Masyarakat Menikmati Hasil Pembangunan, sehingga memudahkan dalam

memahaminya.
Tabel 4.1
No | Inisial | Jabatan/Status | Topik Utama | Inti Informasi | Keterangan
Informan Kunci Pendukung
I |AR Kepala Dinas | Kondisi Infrastruktur | Proses
PUPRP Kab. | infrastruktur, | jalan secara musrenbang
Banjar mekanisme umum baik; | dan
pembangunan | jalan irigasi monitoring 6
bukan bulan pasca
kewenangan | pembangunan
PUPRP,
partisipasi
masyarakat
tinggi
2 | MH Kepala Desa | Keluhan Jalan rusak, Harapan
Cindai Alus masyarakat, | belum ada perbaikan
partisipasi, anggaran segera dan
harapan desa karena partisipasi
kewenangan | lebih
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belum merata

provinsi,
masyarakat
belum banyak
dilibatkan
3 | EE Warga RT.09 | Kondisi jalan, | Jalan rusak Hak atas
Cindai Alus dampak parah, rawan | jalan bagus
sosial kecelakaan, belum
tidak tahu ke | terpenuhi
mana
melapor
4 | NS Warga RT.09 | Kendala Jalan Irigasi | Tidak tahu
Cindai Alus jalan, rusak 9 tahun, | prosedur
keadilan pemerintah pelaporan
pembangunan | belum adil
5 |IW Warga RT.09 | Hak warga Jalan rusak Ingin ada
Cindai Alus dan dampak | sejak 11 penerangan
pembangunan | tahun lalu, juga
bingung
melapor,
pembangunan

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan mendapatkan data

dari informan, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok

pembahasan ialah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam

penelitian ini.
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Implementasi Kebijakan Perbaikan Jalan dan Penyelenggaraan
Penerangan Jalan di Jalan Cindai Alus Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kompleks
yang mencakup aktivitas teknis dan non-teknis dalam mewujudkan
keputusan politik menjadi tindakan nyata. Dalam konteks pembangunan
infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum di Desa Cindai Alus,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, kebijakan tersebut dijalankan
oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
dan Pertanahan (DPUPRP) yang memiliki tanggung jawab utama dalam
mengelola, membangun, dan memelihara infrastruktur fisik wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPUPRP, dapat disimpulkan
bahwa kondisi umum infrastruktur jalan lingkungan di Desa Cindai Alus
tergolong “baik”. Istilah ini biasanya mengacu pada kondisi jalan yang
sudah beraspal, cukup rata, dan mendukung aktivitas transportasi
masyarakat. Penilaian ini mengindikasikan bahwa secara administratif dan
teknis, pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan sebagian besar dari
rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan
tahunan dan lima tahunan (renja dan renstra). Artinya, dari sudut pandang
pelaksana kebijakan, program pembangunan jalan telah berjalan sesuai
dengan target.

Namun demikian, penilaian dari masyarakat, yang diwakili oleh

Kepala Desa Cindai Alus, justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian
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antara kondisi ideal menurut pemerintah dan kenyataan yang dirasakan
warga. Jalan Irigasi, yang merupakan salah satu akses penting bagi
masyarakat dalam menjalankan kegiatan sosial dan ekonomi, masih dalam
kondisi rusak dan belum tersentuh oleh pembangunan. Ini mencerminkan
adanya kesenjangan persepsi antara pihak pelaksana kebijakan dan
penerima manfaat kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan tidak
hanya tentang pelaksanaan instruksi teknis, melainkan juga tentang
bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi perubahan nyata di tingkat
lokal yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks ini, klaim
keberhasilan implementasi oleh dinas teknis perlu dievaluasi ulang dengan
mempertimbangkan persepsi dan pengalaman masyarakat sebagai
indikator efektivitas yang lebih kontekstual.

Salah satu alasan utama mengapa Jalan Irigasi belum dibangun adalah
karena statusnya sebagai jalan inspeksi milik Balai Wilayah Sungai (BWS)
Kalimantan III. Pthak DPUPRP menyatakan bahwa jalan tersebut tidak
termasuk dalam kategori jalan kabupaten, melainkan merupakan fasilitas
operasional dari instansi vertikal di bawah Kementerian PUPR.
Konsekuensinya, dinas tidak memiliki kewenangan hukum maupun
anggaran untuk memperbaiki jalan tersebut. Ini menjadi ilustrasi nyata
tentang bagaimana struktur birokrasi dan pembagian kewenangan yang
tumpang tindih dapat menjadi hambatan dalam realisasi aspirasi

masyarakat.
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Di sisi lain, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup terkait
klasifikasi jalan. Bagi warga, semua jalan yang mereka lalui adalah bagian
dari tanggung jawab pemerintah, terlepas dari status jalan tersebut. Ini
menunjukkan adanya celah komunikasi antara pemerintah daerah dan
masyarakat. Ketika informasi mengenai status jalan dan prosedur
penanganannya tidak dikomunikasikan secara efektif, maka kekecewaan
dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah akan semakin meningkat.
Dalam hal ini, efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh
kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi kepada publik.

Terkait proses perencanaan pembangunan, DPUPRP menjelaskan
bahwa pembangunan jalan lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil
musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tahunan yang
dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Selain
itu, setiap dinas menyusun rencana kerja (renja) tahunan berdasarkan
rencana strategis (renstra) lima tahunan. Usulan dari desa, termasuk dari
Desa Cindai Alus, disampaikan dalam bentuk proposal yang diajukan
secara formal kepada dinas. Proposal tersebut kemudian dianalisis,
diverifikasi, dan dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas serta
ketersediaan anggaran.

Kepala desa menyatakan bahwa pihaknya aktif dalam menyusun dan
mengajukan proposal pembangunan jalan kepada pemerintah kabupaten.
Hal ini menunjukkan adanya partisipasi administratif dari pemerintah desa

dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan. Namun
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demikian, partisipasi masyarakat secara langsung dalam musyawarah,
diskusi perencanaan, dan forum evaluasi belum terlaksana dengan baik.
Kepala desa mengakui bahwa masyarakat belum pernah dilibatkan secara
langsung dalam forum musyawarah pembangunan jalan, meskipun
rencana pelibatan itu sudah mulai dipertimbangkan.

Minimnya pelibatan masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi yang
terjadi selama ini masih bersifat fop-down dan belum sepenuhnya
partisipatif. Dalam teori implementasi kebijakan modern, partisipasi
publik bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan proses
substantif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi,
menilai prioritas, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.
Ketika partisipasi ini rendah, maka hasil pembangunan cenderung tidak
sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam bidang penerangan jalan umum (PJU), DPUPRP menyatakan
bahwa mereka tidak memiliki kewenangan terhadap pembangunan dan
pengelolaan PJU, karena hal tersebut menjadi tugas dari Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)
Kabupaten Banjar. Meski demikian, DPUPRP menyebut bahwa mereka
tetap berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing. Informasi ini penting karena menunjukkan adanya
pembagian peran yang ketat antarinstansi dalam hal pengelolaan

infrastruktur, yang sayangnya sering kali tidak dipahami oleh masyarakat.
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Pemerintah desa menyebut bahwa kondisi penerangan jalan di Desa
Cindai Alus masih minim, terutama di beberapa ruas jalan utama dan
pemukiman padat. Hal ini menyebabkan aktivitas warga menjadi terbatas,
terutama pada malam hari, dan menimbulkan rasa tidak aman. Pemerintah
desa juga menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan atau
anggaran untuk membangun atau memperbaiki PJU karena sepenuhnya
menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Dengan kata lain, desa
bersifat pasif dan bergantung pada intervensi pemerintah kabupaten atau
provinsi dalam hal penerangan jalan.

Situasi ini memperlihatkan adanya ketergantungan fiskal dan
struktural desa terhadap pemerintah kabupaten. Ketergantungan semacam
ini menjadi masalah klasik dalam pelaksanaan desentralisasi yang tidak
diiringi oleh distribusi kewenangan dan sumber daya yang seimbang.
Dalam implementasi kebijakan publik, hal ini bisa menjadi penyebab
utama stagnasi pembangunan karena inisiatif dari tingkat desa tidak dapat
dijalankan secara mandiri.

Proses monitoring dan evaluasi terhadap hasil pembangunan juga
menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan ini. DPUPRP
menjelaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan infrastruktur akan
dimonitor selama enam bulan setelah proyek selesai. Evaluasi ini
mencakup pemeriksaan hasil pekerjaan secara teknis, serta ditindaklanjuti

dengan dokumen final hand over (FHO). Selain itu, dinas juga menerima
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laporan dari pemerintah desa jika terjadi kerusakan atau gangguan fungsi
pada infrastruktur yang telah dibangun.

Kendati demikian, kepala desa menyebut bahwa pelibatan masyarakat
dalam proses pemantauan atau evaluasi belum dilakukan secara sistematis.
Masyarakat hanya menyampaikan keluhan secara informal jika ada
kerusakan jalan, tanpa adanya saluran pengaduan yang terstruktur. Ini
menunjukkan bahwa proses evaluasi masih bersifat internal dan
teknokratis, belum menyentuh aspek partisipatif masyarakat yang
sebenarnya dapat memberikan data lapangan secara lebih cepat dan akurat.

Jika dianalisis lebih dalam menggunakan teori efektivitas hukum dari
Soerjono Soekanto, dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan jalan
dan PJU di Desa Cindai Alus belum sepenuhnya efektif. Dalam kasus ini,
struktur pelaksana sudah tersedia, sarana pendukung terbatas, substansi
kebijakan jelas, namun budaya hukum masyarakat dalam mendukung dan
memahami pelaksanaan kebijakan belum terbentuk secara menyeluruh.
Hal ini menyebabkan implementasi berjalan tidak maksimal meskipun
perangkat formal telah tersedia.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pembangunan jalan dan
penerangan jalan umum di Desa Cindai Alus menunjukkan bahwa secara
prosedural telah berjalan sesuai regulasi dan mekanisme perencanaan
pembangunan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah
hambatan yang membuat kebijakan tersebut belum menjawab kebutuhan

masyarakat secara menyeluruh. Hambatan-hambatan tersebut meliputi
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pembagian kewenangan yang tumpang tindih, minimnya partisipasi
publik, keterbatasan komunikasi antara pemerintah dan warga, serta
lemahnya kapasitas desa dalam mengambil peran aktif.
Faktor-Faktor Penghambat dalam Perbaikan dan Penyelenggaraan
Penerangan Jalan di Jalan Cindai Alus Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu
program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan
yang disusun, melainkan juga oleh berbagai faktor penghambat yang
muncul dalam pelaksanaannya. Di Desa Cindai Alus, Kecamatan
Martapura, Kabupaten Banjar, kebijakan pembangunan infrastruktur jalan
dan penyelenggaraan penerangan jalan umum (PJU) menghadapi sejumlah
hambatan yang berasal dari faktor struktural birokrasi, kapasitas teknis
pelaksana, keterbatasan anggaran, hingga tingkat pemahaman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas PUPRP Kabupaten
Banjar, salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan jalan
lingkungan di wilayah perdesaan adalah kurangnya pemahaman teknis
dari masyarakat. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus di mana masyarakat
tetap melintasi jalan yang sedang dalam proses pengaspalan, meskipun
telah dipasang rambu peringatan dan petugas flagman telah memberikan
arahan. Tindakan tersebut tentu mengganggu proses pekerjaan dan bahkan
dapat menurunkan kualitas hasil proyek. Situasi ini mengindikasikan

bahwa proses sosialisasi dan edukasi teknis terhadap masyarakat belum
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dilakukan secara efektif sebelum pelaksanaan proyek dimulai. Dalam
implementasi kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Edward III,
komunikasi yang jelas antara pelaksana dan target kebijakan menjadi
kunci keberhasilan. Ketika komunikasi tidak optimal, resistensi atau
ketidaktahuan masyarakat akan berdampak pada efektivitas program.

Hambatan berikutnya yang tidak kalah penting adalah keterbatasan
kewenangan struktural dalam menangani beberapa aspek infrastruktur,
terutama yang bersinggungan dengan instansi teknis lainnya. Salah satu
kasus nyata adalah Jalan Irigasi di Desa Cindai Alus, yang merupakan jalur
vital namun belum tersentuh oleh pembangunan. Menurut pihak DPUPRP,
jalan tersebut adalah jalan inspeksi milik Balai Wilayah Sungai (BWS)
Kalimantan III, bukan bagian dari jaringan jalan kabupaten karena
fungsinya bukan untuk lalu lintas umum menurut rencana jaringan jalan
yang dikelola oleh pemerintah daerah. Artinya, perbaikannya menjadi
tanggung jawab lembaga teknis vertikal di bawah Kementerian PUPR
tersebut. Jalan ini tidak pernah secara resmi menjadi tanggung jawab
DPUPRP Kabupaten Banjar walaupun faktanya jalan ini digunakan oleh
masyarakat desa sebagai akses utama. Di sisi lain, masyarakat dan
pemerintah desa tetap berharap agar jalan tersebut diperbaiki oleh
pemerintah daerah karena mereka melihat fungsinya yang sangat penting
dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan kewenangan ini mencerminkan adanya kekaburan

dalam struktur tanggung jawab birokrasi pembangunan infrastruktur.
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Ketika masyarakat tidak memahami batas kewenangan antara instansi
vertikal dan horizontal, maka ekspektasi mereka cenderung tertuju kepada
pemerintah daerah. Di sinilah diperlukan kejelasan informasi dan
koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan pembangunan tidak terhambat
oleh perbedaan otoritas. Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van
Horn menekankan pentingnya struktur birokrasi dan sumber daya yang
memadai sebagai elemen utama dalam pelaksanaan kebijakan. Ketika
struktur birokrasi tumpang tindih dan koordinasi tidak berjalan baik, maka
implementasi kebijakan akan menghadapi hambatan serius di lapangan.

Permasalahan serupa terjadi pada penyelenggaraan penerangan jalan
umum. Berdasarkan informasi dari DPUPRP, urusan PJU berada di bawah
kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup (DPRKPLH). Akibatnya, DPUPRP tidak dapat
menindaklanjuti usulan masyarakat terkait PJU karena tidak memiliki
otoritas dan anggaran untuk itu. Di sisi lain, pemerintah desa menyatakan
bahwa keterbatasan PJU sangat dirasakan masyarakat, terutama pada
malam hari ketika banyak titik jalan yang gelap dan rawan kecelakaan.
Kondisi ini memperlihatkan bagaimana pembagian tugas antar-SKPD
kadang menimbulkan stagnasi jika tidak diiringi dengan sinergi lintas
sektor.

Di tingkat desa, hambatan lain yang muncul adalah ketergantungan
terhadap anggaran kabupaten. Pemerintah desa menyebut bahwa mereka

tidak memiliki alokasi khusus untuk pembangunan jalan maupun PJU,
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karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan desa. Ini menyebabkan
desa hanya bisa mengajukan proposal tanpa bisa bertindak lebih lanjut.
Dalam kerangka desentralisasi, hal ini menunjukkan lemahnya kapasitas
fiskal desa dan rendahnya kewenangan teknis yang dimiliki.

Selain itu, partisipasi masyarakat yang belum optimal juga menjadi
kendala dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur.
Meskipun secara formal masyarakat diwakili oleh pemerintah desa dalam
menyampaikan aspirasi melalui proposal, keterlibatan masyarakat secara
langsung dalam musyawarah pembangunan dan forum evaluasi masih
sangat terbatas. Kepala desa menyebut bahwa warga belum pernah
dilibatkan dalam diskusi perencanaan pembangunan jalan secara langsung,
dan baru direncanakan untuk ke depan. Rendahnya partisipasi ini
menyebabkan kurangnya kontrol sosial dari masyarakat terhadap
pelaksanaan pembangunan, serta memperkecil peluang munculnya ide-ide
lokal yang kontekstual. Dalam teori kebijakan bottom-up, partisipasi
masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang
diimplementasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
warga.

Salah satu contoh penting dari kurangnya partisipasi ini terlihat dalam
proses monitoring dan evaluasi. DPUPRP memang memiliki mekanisme
monitoring internal, yakni selama enam bulan setelah proyek selesai,
mereka melakukan evaluasi teknis dan menyusun dokumen Final Hand

Over (FHO). Namun, monitoring berbasis partisipatif dari masyarakat
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belum diintegrasikan secara sistematis. Padahal, masyarakat yang tinggal
dan menggunakan infrastruktur tersebut setiap hari memiliki perspektif
dan pengalaman langsung yang sangat berharga untuk menilai
keberhasilan proyek. Ketiadaan saluran pengaduan resmi atau forum
evaluasi publik menyebabkan berbagai masalah kecil yang terjadi di
lapangan sering kali tidak tertangani dengan cepat.

Lebih jauh lagi, struktur pelaporan dari desa ke kabupaten tidak selalu
berjalan lancar. Laporan dari desa sering kali tidak mendapatkan respon
cepat karena harus melalui prosedur administratif yang panjang. Hal ini
menyebabkan adanya penundaan dalam penanganan kerusakan ringan
yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ketika birokrasi
terlalu kaku, maka respons terhadap kebutuhan masyarakat menjadi
lambat. Dalam konteks ini, fleksibilitas kelembagaan dan sistem tanggap
cepat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan kualitas
infrastruktur.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri.
D1 tingkat dinas, personel pelaksana tidak selalu memadai untuk
menangani seluruh wilayah Kabupaten Banjar yang luas, termasuk desa-
desa di wilayah terpencil. Akibatnya, pelaksanaan proyek harus dilakukan
secara bertahap dan bergiliran sesuai prioritas. Sementara itu, di tingkat
desa, keterbatasan tenaga teknis menyebabkan kesulitan dalam menyusun

proposal yang kuat dan komprehensif. Hal ini dapat memengaruhi peluang
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desa dalam mendapatkan alokasi pembangunan karena proposal mereka
dinilai kurang layak bersaing dengan desa lain.

Dari aspek budaya hukum, masyarakat juga belum sepenuhnya
memiliki kesadaran kolektif tentang peran mereka dalam pembangunan.
Ketika warga merasa bahwa pembangunan adalah tanggung jawab penuh
pemerintah, maka mereka cenderung pasif dan hanya menjadi penerima
manfaat. Padahal, pembangunan infrastruktur membutuhkan keterlibatan
aktif masyarakat, baik dalam perencanaan, pengawasan, maupun
pemeliharaan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum
tidak hanya ditentukan oleh isi aturan, tetapi juga oleh budaya hukum
masyarakat. Ketika budaya hukum masyarakat lemah, maka kebijakan
tidak akan berjalan efektif meskipun secara formal sudah dirancang
dengan baik.

Terakhir, hambatan psikologis berupa ketidakpercayaan masyarakat
terhadap proses birokrasi juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa
warga merasa bahwa usulan mereka tidak akan ditindaklanjuti karena
sudah terlalu lama tidak ada perubahan signifikan di lapangan. Sikap apatis
ini bisa mengganggu semangat partisipasi dan menghambat proses dialog
antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, perlu upaya membangun
kepercayaan melalui komunikasi yang lebih terbuka dan transparan.

Keseluruhan hambatan yang diidentifikasi dalam implementasi
kebijakan pembangunan jalan dan penerangan jalan umum di Desa Cindai

Alus menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada
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faktor-faktor struktural, kultural, administratif, dan sumber daya. Dalam
kasus ini, keberhasilan teknis diukur bukan hanya dari selesainya
pembangunan fisik, tetapi juga dari seberapa jauh kebijakan tersebut
mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara tepat waktu dan adil.

Agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan
perbaikan di berbagai aspek, seperti penguatan kapasitas desa dalam hal
teknis dan fiskal, peningkatan koordinasi antar-SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) dan instansi vertikal, edukasi masyarakat tentang peran
mereka dalam pembangunan, serta pembukaan kanal-kanal pengaduan dan
evaluasi yang lebih responsif. Hanya dengan upaya yang menyeluruh dan
sinergis, kebijakan pembangunan infrastruktur di desa-desa seperti Cindai

Alus dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.



